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TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kasus penahanan ijazah gara-gara belum membayar sejumlah tagihan sekolah
masih menjadi momok dunia pendidikan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ombudsman NTB menemukan kasus penahanan ijazah oleh sekolah terjadi hampir setiap tahun.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Dwi Sudarsono mengungkapkan, penahanan ijazah masih terjadi di tahun 2022.

Kasus penahanan ijazah ini dideteksi berawal dari program Ombudsman On The Spot (OTS).

Ombudsman NTB menemukan 32 kasus penanhanan ijazah oleh sekolah di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah,
dan Lombok Timur.

Tetapi, dari 32 pelapor tersebut tidak dapat dirincikan total berapa murid yang terdampak akibat penahanan ijazah.

"Datanya masih bercampur dengan data pelaporan yang lainnya, seperti pengaduan layanan desa dan sebagainya. Jadi
belum bisa kami rincikan," kata Dwi Sudarsono dalam konferensi pers refleksi 2022 Ombudsman RI NTB, Rabu
(18/1/2023).

Penahanan ijazah tersebut sangat merugikan korban, mereka tidak dapat mencari pekerjaan, karena ijazah yang masih
ditahan sekolah.

"Bayangkan saja, di sini kan banyak ritel modern yang mulai membuka gerainya. Tetapi anak muda kita tidak dapat
berkerja karena tidak ada ijazah untuk melamar," ungkap Dwi Sudarsono.

Belum lagi, dari 32 pelapor tersebut biasanya mewakili 1 angkatan di sekolahnya.

Menurutnya, kasus ini mencerminkan, begitu banyak korban di setiap pelapor yang melapor.

"Satu pelapor itu biasanya masalahnya sama, ijazah ditahan karena belum membayar tagihan di sekolah. Mereka
mewakili permasalahan yang sama di satu angkatan," tutur Dwi.



Pada tahun 2021, sebanyak 1.955 siswa menjadi korban penahanan ijazah oleh sekolah.

Penahanan ijazah disebabkan siswa belum membayarkan tagihan di sekolah, baik tagihan SPP maupun DPP.

Selain itu, Dwi Sudarsono menjelaskan, permasalahan penahanan ini sangat sulit untuk diberantas dari tahun ke tahun.

Dwi merincikan sekolah yang ada di NTB dibagi menjadi dua, yakni sekolah swasta dan negeri.

Penahanan ijazah disebabkan siswa belum membayarkan tagihan di sekolah, baik tagihan SPP maupun DPP.

Selain itu, Dwi Sudarsono menjelaskan, permasalahan penahanan ini sangat sulit untuk diberantas dari tahun ke tahun.

Dwi merincikan sekolah yang ada di NTB dibagi menjadi dua, yakni sekolah swasta dan negeri.

Penahanan ijazah disebabkan siswa belum membayarkan tagihan di sekolah, baik tagihan SPP maupun DPP.

Selain itu, Dwi Sudarsono menjelaskan, permasalahan penahanan ini sangat sulit untuk diberantas dari tahun ke tahun.

Dwi merincikan sekolah yang ada di NTB dibagi menjadi dua, yakni sekolah swasta dan negeri.

Dari dua sekolah yang berbeda tersebut, turut diatur oleh dua struktural pemerintahan yang berbeda, yakni Kementrian
Agama (Kemenag) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

"Dari dua sekolah yang berbeda tadi, penanganan mereka jelas berbebeda. Begitu juga di bagian yang mengatur
kebijakan sekolah tersebut (Kemenag & Dikbud), tentu berbeda," katanya.

Meski demikian, pihaknya tidak akan henti mengantisipasi permasalahan penahanan ijazah.

Hal ini demi memuluskan langkah para pelajar untuk mencari pekerjaan maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang
pendidikan lebih tinggi.
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